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PERATURAN KALURAHAN TIRTOMULYO
NOMOR: 03 TAHUN 2022

TENTANG
KERJASAMA ANTAR KALURAHAN DALAM RANGKA PEMBENTUKAN
PENGELOLA DANA BERGULIR MASYARAKAT EKS PROGRAM NASIONAL

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT-MANDIRI PEDESAAN MENJADI BADAN
USAHA MILIK KALURAHAN BERSAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH TIRTOMULYO

Menimbang . Bahwa dalam rangka Pembentukan Pengelola Dana Bergulir Masyarakat
Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Pedesaan
menjadi Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama, maka dipandang perlu
untuk melakukan kerjasama antar Kalurahan yang ditetapkan melalui
peraturan kalurahan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indo-nesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21,
Tambahan Lembar-an Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang
Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 1037);

S. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan
Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 89);

6. Peraturan Meateri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerin-tahan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);



Memperhatikan

O.

10.

I

1.25%

13.

14.

5.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
2018 Tentang Lembaga Kemasyarakat-an Desa dan Lembaga Adat Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569),

Peraturan. Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 611);

Peraturan  Menteri  Desa, Pembangunan Daerah  Ter-tinggal dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1203);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Ter-tinggal ~dan
Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum
Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1262);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1633);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Dacrah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan
Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang
dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa
Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan
Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
Peraturan Kalurahan Tirtomulyo Nomor 09 Tahun 2020 tentang
Kewenangan Kalurahan (Lembaran Desa Tirtomulyo. Tahun 2020
Nomor 09);

Peraturan Kalurahan Tirtomulyo Nomor 04 Tahun 2017 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tirtomulyo Tahun
2016 - 2022 (Lembaran Kalurahan Tirtomulyo Tahun 2017 Nomor 04).

Berita acara musyawarah kalurahan pada hari Kamis tanggal 21 April 2022
yang membahas tentang rencana kerjasama antar kalurahan dalam rangka
pembentukan Pengelola Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Dalam Lembaga Badan Usaha
Milik Kalurahan Bersama-Lembaga Keuangan Kalurahan.

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TIRTOMULYO

Menetapkan

DAN
LURAH TIRTOMULYO

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN KALURAHAN TENTANG KERJASAMA ANTAR
KALURAHAN DALAM RANGKA PEMBENTUKAN PENGELOLA
DANA BERGULIR MASYARAKAT EKS PROGRAM NASIONAL
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KETENTUAN UMUM

Pasal |

s D . P . .
Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksudkan dengan:

i

)

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

ll\\xdslaulrl;l:l;“:ul;::l;hl]:;b;m;:l Kalurahan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan

i i N il - hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunydal
as-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah

Kapanewon.

l\"‘PZm}’“‘O“ adﬂlrilll bagian wilayah dari Dacrah kabupaten yang dipimpin oleh Panewu.

Pemerintahan  Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan

musya{ukat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pcmergltah Kalurahan adalah Lurah dibantu perangkat Kalurahan sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Kalurahan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan ,selanjutnya disebut APBKal, adalah rencana

keuangan tahunan Pemerintahan Kalurahan.

Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat Barauskal adalah lembaga yang

melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kalurahan

berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Musyawarah kalurahan adalah musyawarah antara Bamuskal, pemerintah kalurahan, dan unsur

masyar.akat yang diselenggarakan oleh Bamuskal untuk menyepakati hal-hal yang bersifat

strategis.

Pembangunan kalurahan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-

besarnya kesejahteraan masyarakat kalurahan.

Keuangan kalurahan adalah semua hak dan kewajiban kalurahan yang dapat dinilai dengan uang

serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan hak dan kewajiban

kalurahan.

Aset kalurahan adalah barang milik kalurahan yang berasal dari kekayaan asli kalurahan, dibeli

atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan atau perolehan hak lainnya

yang sah.

Pemberdayaan masyarakat kalurahan adalah upaya mengembangkan kemandirian dan

kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, prilaku,

kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program,

kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas masyarakat

kalurahan.

Kerjasama kalurahan adalah kerjasama antar kalurahan yaitu kerjasama antara dua

kalurahan/lebih atau kerjasama kalurahan-kalurahan dengan pihak ketiga untuk melaksanakan

pengembangan usaha bersama, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan dan

pemberdayaan masyarakat antar kalurahan

Delegasi kalurahan adalah perwakilan kalurahan yang dipimpin oleh Lurah dalam muysyawarah

antar kalurahan.
Badan kerjasama antar kalurahan yang selanjutnya disebut BKAKal adalah lembaga yang

dibentuk untuk menjadi wadah kerjasama antar kalurahan yang keanggotaanya berasal dari
utusan/delegasi kalurahan.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, yang selanjutnya disebut
PNPM-MPd adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan
berkelanjutan yang berbasis pada pembangunan partisipatif.

Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM-MPd yang selanjutnya disebut DBM Eks PNPM-MPd
adalah seluruh dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui
bantuan langsung masyarakat PNPM-MPd serta perkembangan atau pertumbuhannya, yang
diberikan kepada masyarakat untuk kegiatan pinjaman perguliran sesuai mekanisme yang telah
ditetapkan.



17. Pengelola Kegiatan DBM Eks PNP

18.

M-MPd adalah keseluruhan kelembagaan dalam pengambilan
Wan meliputi badan kerja sama antar Desa program nasional
andiri perdesaan, badan pengawas unit pengelola kegiatan, unit
1ganan masalah dan penyehatan pinjaman, tim verilikasi, dan tim

keputusan dan pelaksanaan kegiat
pemberdayaan masyarakat m
pengelola kegiatan, tim penay
pendanaan.

Badan Usaha Milik Kalurahan yang se
didirikan oleh Kalurahan dan/atay bers
aset, mengembangkan investasi (
menyediakan jenis usaha lainny

lanjutnya disebut BUMKAL adalah badan hukum yang
ama Kalurahan lain guna mengelola usaha, memanfaatkan
an produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau
a untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat kalurahan.

. Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama yang seclanjutnya disebut BUMKALMA adalah

Eﬁizll\’AL yang dibentuk melalui kerjasama antar kalurahan untuk mengelola DBM Eks PNPM-

i BAB I
JENIS DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Jenis kerjasama yang dimaksud dalam Peraturan Kalurahan ini adalah kerjasama antar kalurahan
dalam Pembentukan Pengelola DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUMKALMA.

Pasal 3

Ruang lingkup kerjasama desa sebagaimana yang dimaksud pada Pasal (2) dilakukan dalam bidang:

a.

b
¢
d

(1)
)
(€)

Sosialisasi kegiatan kepada masyarakat kalurahan;

Pembentukan Pengelola DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUMKALMA.
Penyertaan modal pemerintah kalurahan pada BUMKALMA.
Pembentukan unit usaha BUMKALMA.

Pasal 4

Pelaksanaan kerjasama antar kalurahan disepakati melalui musyawarah antar kalurahan;
Kesepakatan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bersama Lurah;,
Peraturan Bersama Lurah sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaporkan kepada Bupati melalui
Panewu.

BAB III
PRINSIP KERJASAMA KALURAHAN

Pasal 5

Kerjsama antar kalurahan diselenggarakan dengan prinsip :

a.
b.
c.
d.

Saling menghormati;

Saling menguntungkan;

Saling menjaga;

Mengutamakan kepentingan bersama.

BAB IV
DELEGASI KALURAHAN

Pasal 6

Dalam rangka pelaksanaan kerjasama antar kalurahan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal

@)

diselenggarakan musyawarah antar kalurahan yang dihadiri oleh delegasi kalurahan yang

ditetapkan dengan Surat Keputusan Lurah.



Pasal 7

Delegasi kalurahan sebagaj .

W per‘.u?gkﬂl kalurahan uﬁ:ﬁ?mﬂa dimaksud dalam pasal 6 dipimpin oleh Lurah , anggota Bamuskal,
liiniye yung memili’ki S :mb‘aﬁa Kemasyarakatan Kalurahan, unsur lembaga kalurahan

] i petenst dalam pengelolaan us: ceuangs koh masyarakat

dengan mempertimbangkan keadilan gcndcrp : ' usaha keuangan dan o »

2) Nama-nama delegasi i : : )

@ N ) g sebagaimana dimaksud ayat (1) dipilih melalui musyawarah kalurahan dan
ditetapkan dengan Keputusan Lurah,

- BAB V
PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR KALURAHAN

Pasal 8

(3) Pelaksanaan kerjasama antar kalurahan sebagaimana dimaksud pasal 2 difasilitasi oleh delegasi
Kalurahan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 dan pasal 7.

(4) Delegasi kalurahan diberikan kewenangan untuk melakukan langkah strategis guna melancarkan
pelaksanaan kerjasama antar kalurahan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan
kalurahan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

(1) Kerjasama antar kalurahan dalam pengelolaan DBM Eks PNPM-MPd dilaksanakan oleh
BUMKALMA

(2) Kewenangan delegasi kalurahan dalam upaya kerjasama antar kalurahan sebagaimana dimaksud
ayat (1) melakukan koordinasi berkait:
a. Tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama antar Kalurahan;
b. Pembentukan BUMKALMA sebagai pelaksana kegiatan kerjasama antar Kalurahan;
c. Kepengurusan BUMKALMA;
d. Mekanisme pengelolaan BUMKALMA yang tertuang didalam Anggaran Dasar dan

Anggaran Rumah Tangga;
e. Penyertaan modal pemerintah kalurahan pada BUMKALMA dan unit uszha lain yang akan

dibentuk melalui kerjasama antar kalurahan.
f. Mekanisme kewenangan didalam kerjasama antar kalurahan dan pengambilan keputusan.

BAB VI
PENYERTAAN MODAL

Pasal 10

(1) Penyertaan modal dalam rangka kerjasama antar kalurahan dalam BUMKALMA sebesar Rp 10.

000.000, (Sepuluh Juta Rupiah) . ‘
(2) Sumber dana penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (1) bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Kalurahan tahun anggaran 2022.



_ BABvi
KETENTUAN PENUTUP

Pasal |1
peraturan kalurahan ini mulai berlaky pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan kalurahan ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Tirtomul

yo.
Ditetapkan di : Tirtomulyo
Pada tanggal : 16 September 2022

LURAH Tirtomulyo,

& DRS. SUJADI

Diundangk : Tirtomulyo
Pada tangg : 31 September 2022
CARIK Ti yo.

MUKHLISON AFANDI, S.Pd.]

LEMBARAN KALURAHAN TIRTOMULYO TAHUN 2022 NOMOR 03 )
Nomer Register Kapanewon Kretek (23/tirtomulyo/2022 tanggal 30 september 2022)

—.Salinan sesuai dengan aslinya
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pada hari iniJumat tanggal Enam Belag
pertanda tangan di bawah ini:

I

KESEF’AKATAN BERSAMA
No : /BamuskaI/IX/2022

bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, yang

Nama : SUMATR]
Jabatan : Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan T irtomulyo

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan KalurahanTirtomulyo,
selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

Nama : Drs. SUJADI
Jabatan : Lurah Kalurahan Tirtomulyo

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kalurahan Tirtomulyo selanjutnya
disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan Tirtomulyo
tentang:

L

Rencana Peraturan Kalurahan Tirtomulyo tentang Kerja Sama Antar Kalurahan Pembentukan
Pengelola Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Mandiri Pedesaan Menjadi Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama-Lembaga Keuangan
Kalurahan menjadi Peraturan Kalurahan.

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
Lurah Kalurahan Tirtomulyo




PEMERINTAY KABUP
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BADAN X IN KRETEK
PERMUSYAW ARATAN KALURAHAN TIRTOMULYO

/ Tnanen 3&1-?)11“42][ qm,j-mm&!lmmﬂ'llzﬂ

o Alamat : Gentin , Tirtos 2 0074 Kode Pos
,'3%: g mul)u. Krclck, Bantul IilpA 08166800 Kode Pos 55

KEPUTUSAN BADAN p

TIRTOMULY ERMUSYAWARATAN KALURAHAN

O KAPANEWON KRETEK KABUPATEN BANTUI

NOMOR:  TAIUN 2022
IENTANG

(AL URAHAN PEMDENGANA PERATURAN KALURAIAN TENTANG KERJASAMA ANTAR
KAN PENGELOLA DANA BERGULIR MASYARAKAT EKS PROGRAM
NAS[ONAL;EMBERDAYAAN MASYRAKAT MANDIRI PEDESAAN MENJADI BADAN USAHA
ILIK KALURAHAN BERSAMA-L EMBAGA KEUANGAN KALURAHAN
MENJADI PERATURAN KALURAHAN

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAI IAN TIRTOMULYO

Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan Tirtomulyo tentang
kerjasama antar kalurahan dalam rangka pembentukan
Pengelola Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan menjadi Badan
Usaha Milik Kalurahan Bersama telah dibahas dan disepakati
dalam musyawarah bersama antara Bamuskal, Lurah, Pamong
kerjasama untuk ditetapkan menjadi peraturan kalurahan.

b. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
maka perlu menetapkan  Surat Keputusan ~ Badan
Permusyawaratan Kalurahan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indo-nesia Tahun 2014 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 teritang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan
Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembar-an Negara Republik
Indonesia Nomor 6623);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang
Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2016 Nomor 1037);



Menetapkan :

KESATU

KETIGA

Peraturan M :
enteri g sl
tentang Baday, p Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016

S Cl‘lllusyawﬂrnm Des g ) L i
6 :,ndonesm lahun 2017 Nomor 81‘;)‘ T e
. cratur; . N
Tata CZLM;"“T"  Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang
Bty K 'cha Sam'a Desa di Bidang Pemerintahan Desa
7. Peraturan rglf: R-d[))llbhk Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
Tahun 2018 el o Negeri Republik Indonesia Nomor 18

Tentang Lembaga K
Lemb. “Mbaga Kemasyarakat-an Desa dan
@82 Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 569);

gz; agt:lr:l[:u’::?(:in Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang

Tl 2018 o angan Desa (Berita Negara Republik Indonesia

mor 611);

_l;::tsl:;n L\d_en:ri De§a, Pembangunan Daerah Ter-tinggal dan

i 8;4 Zl epublik lndonc§1a Nomor 16 Tahun 2019

syawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 1203);

Pemtm"c}n Menteri Desa, Pembangunan Daerah Ter-tinggal dan

Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum

Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Terting-gal dan
Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum
Pembangunan Desa dan Pemberdaya-an Masyarakat Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran,
Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan,
dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik
Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);

13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 Bantul Tahun
2020 Nomor 86);

14. Peraturan Kalurahan Tirtomuylyo Nomor 09 Tahun 2020
tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Desa .irtomulyo
Tahun 2020 Nomor 09).

10.

MEMUTUSKAN

Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Tentang Rancangan Peraturan
Kalurahan Tirtomulyo Tentang Kerjasama antar Kalurahan Pembentukan
Pengelola Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Ngsional Pemberdayaan
masyarakat Mandiri Pedesaan Menjadi badan Usaha Milik Kalurahan Bersama
LembagaKeuangan Kalurahan; '

Menyetujui Rancangan Peraturan Kalurahan Tirtomulyo tentang Pembentukan
Pengelola Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan
masyarakat Mandiri Pedesaan Menjadi badan Usaha Milik Kalurahan Bersama
LembagaKeuangan Kalurahan menjadi Peratu.ran Kalurahan; ; SRS )
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal dxt.etapkan, da}n apabila dikemudian
hari terdapat kesalahan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan dj
Pada tanggy|

: Tirtomulyo
|© September 2022




